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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji Penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai pusat 

pemerintahan baru membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pertanahan dan 

profesi notaris di wilayah tersebut. Terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) terkait 

pengaturan ruang dan administrasi di kawasan IKN memunculkan dinamika baru dalam 

pembatasan kewenangan notaris serta perlindungan hak atas tanah masyarakat. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum dan batas kewenangan Gubernur dalam 

membatasi aktivitas notaris di wilayah IKN serta menelaah bentuk perlindungan hukum 

yang tersedia bagi pemegang hak atas tanah pasca terbitnya Peraturan Gubernur 

Kalimantan Timur tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif 

dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konseptual. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan notaris oleh Gubernur harus merujuk pada 

prinsip legalitas dan tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang yang paling tinggi 

khususnya dalam kawasan IKN. Sementara itu, pemilik hak atas tanah di kawasan IKN 

memiliki hak konstitusional yang harus dijamin melalui mekanisme ganti rugi. 

Perlindungan hukum menjadi krusial guna memastikan tidak terjadi pelanggaran hak-hak 

keperdataan warga negara dalam proses pembangunan IKN. Penelitian ini 

merekomendasikan perlunya regulasi turunan yang lebih jelas dan harmonisasi antara 

kebijakan pusat dan daerah guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. 

Kata Kunci: Kewenangan Gubernur, Notaris, IKN, Perlindungan Hukum, Hak atas Tanah, 

Peraturan Gubernur 
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Abstract 

This study examines the designation of Nusantara as Indonesia’s new capital city 

(IKN), which has had a significant impact on land governance and the notarial profession in 

the region. The issuance of the East Kalimantan Governor’s Regulation (Pergub) 

concerning spatial and administrative arrangements in the IKN area has introduced new 

dynamics in the restriction of notarial authority and the protection of land rights for local 

communities. The aim of this study is to analyze the legal basis and limitations of the 

Governor’s authority in restricting notarial activities within the IKN region, as well as to 

explore the forms of legal protection available to land rights holders following the 

enactment of the Governor's Regulation. The research employs a normative juridical 

method with a conceptual and statutory approach. The findings indicate that any restriction 

imposed by the Governor on notarial authority must refer to the principle of legality and 

must not conflict with higher laws, particularly those governing the IKN area. Additionally, 

land rights holders within IKN possess constitutional rights that must be protected through 

compensation mechanisms. Legal protection is crucial to ensure that civil rights are not 

violated during the development process of IKN. The study recommends the need for 

clearer derivative regulations and harmonization between central and regional policies to 

ensure legal certainty for all parties involved. 

Keywords: Governor’s Authority, Notary, IKN, Legal Protection, Land Rights, Governor’s 

Regulation 
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Ringkasan 

Penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru 

menimbulkan tantangan hukum dan administrasi, khususnya dalam aspek kewenangan pejabat 

daerah dan perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat. Terbitnya Peraturan Gubernur 

Kalimantan Timur mengenai pengaturan ruang dan administrasi kawasan IKN berdampak 

langsung terhadap peran dan kewenangan notaris dalam menjalankan tugas kenotariatan, serta 

terhadap kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah yang berada dalam wilayah pembangunan 

IKN. 

Penelitian ini menyoroti dua fokus utama: pertama, analisis atas kewenangan Gubernur 

dalam membatasi aktivitas notaris di kawasan IKN, dan kedua, kajian mengenai bentuk 

perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik hak atas tanah pasca diberlakukannya peraturan 

tersebut. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah 

peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, serta prinsip-prinsip hukum tata negara dan 

keperdataan. 

Hasil kajian menyimpulkan bahwa pembatasan kewenangan notaris oleh Gubernur harus 

tunduk pada prinsip legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, terutama dalam konteks IKN yang menjadi proyek nasional 

strategis. Di sisi lain, pemegang hak atas tanah memiliki hak konstitusional yang wajib 

dilindungi melalui mekanisme ganti rugi yang adil dan prosedur hukum yang transparan. Oleh 

karena itu, diperlukan regulasi turunan yang rinci serta koordinasi yang harmonis antara 

pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. 

DRAFT


